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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan

putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Wiraswasta, alamat di Kota Bandung, Jawa Barat,
dalam hal inimemberikan kuasa kepada Abdul Rakhim
Siahaan, S.H., Taufik Hidayat, S.T., S.H., Gungun
Germania, S.H. dan Ecep Tatang Sutarja, S.Sy., para
Advokat berkantor di Jalan Kalijati 2 No. 61 (Pojok),
Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota
Bandung dan domisili elektronik
abdulrsiahaan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 24 Oktober 2022 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan
Register Kuasa Nomor 3685/Adv/X/2022 tanggal 31
Oktober 2022, semula sebagai Tergugat sekarang
sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana,

pekerjaan  Karyawan BUMN, bertempat tinggal di
Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Ziki Ali-Ahmad, S.H & Ahmaden Jerry, S.H.,
para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum “Ziki Ali Ahmad, S.H.,” beralamat
di Gading Tutuka Residence Block F2 A No.16

Kabupaten Bandung dan  domisili  elektronik
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ahmad.jerry@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 02 November 2022, terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan
register Surat Kuasa Nomor: 3824/Adv/XI/2022 tanggal
14 November 2022, semula sebagai Penggugat

sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan

dengan perkara yang dimohonkan banding;
DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 17 Qktober
2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1444 Hijriah yang
amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap
Penggugat (Terbanding);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk - membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat
pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022
Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1444 Hijriah, pada hari
dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat

secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya
disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara
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elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 31
Oktober 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang dan permohonan
banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat
yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 31 Oktober
2022 sebagaimana Relaas Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang

dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding
secara elektronik pada tanggal 12 November 2022 yang diunggah melalui
Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan
Agama Soreang pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, yang pada

pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;

2. Mengabulkan permohonan Banding Pembanding;

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Kl. 1 B Nomor:
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 17 Oktober 2022; Serta Mengadili
Sendiri;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair:

Atau apabila Bapak dan Ibu Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama

Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa memori banding - tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding sebagaimana - Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori
Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 31 Oktober 2022
sebagaimana Relaas Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori
Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang tanggal
13 November 2022;
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Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah
menyerahkan Kontra Memori Banding secara elektronik pada hari Kamis,
tanggal 17 November 2022 yang diunggah melalui Sistem Informasi
Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang
pada hari Jum’at, tanggal 18 November 2022 yang pada pokoknya

memohon:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Megabulkan Gugatan Penggugat;

2. ‘Menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat PEMBANDING
kepada Penggugat TERBANDING;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini,
sebesar Rp.295.000. (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada
Pembanding pada tanggal 18 November 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara
banding - (inzage) pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 dan
berdasarkan Surat . Keterangan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor.
tanggal 28 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama
Soreang yang menerangkan bahwa Pembanding tidak melakukan inzage;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara
banding (inzage) pada. hari Kamis, tanggal 23 November 2022 dan
berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal
28 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang

yang menerangkan bahwa Terbanding tidak melakukan inzage;

Membaca surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Nomor W10-A/4023/Hk.05/X11/2022, tanggal 19 Desember 2022 yang
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menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama
Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 17 Oktober 2022
Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1444 Hijriah yang
dimohonkan banding pada tanggal 31 Oktober 2022 yang dikirim ke
Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Surat Pengantar Nomor W10-
A25/7631/HK.05/X1/2022 tanggal 29 November 2022 telah terdaftar dalam
Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama
Bandung Nomor - <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA Bdg. tanggal 19 Desember
2022 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan

Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama
berkedudukan sebagai pihak Tergugat oleh karena itu berdasarkan Pasal 6
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan
Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan

permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus
Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 17 Oktober 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Awwal 1444 Hijriyah dengan dihadiri
oleh kedua belah pihak berperkara secara elektronik dan permohonan
banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2022,
dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam
tenggat waktu banding, yaitu 14 (empat belas) hari kalender, hal tersebut
telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Mahkamah
Agung Nomor 271/KMA/SK/XI1/2019 tanggal 31 Desember 2019 Huruf A.1
dan C.2, karenanya permohonan banding a quo secara formil dapat diterima;
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Menimbang, bahwa dalam pengajuan perkara di tingkat banding
ini baik Pembanding maupun Terbanding diwakili oleh kuasanya, sehingga
perlu dipertimbangkan lebih dahulu keabsahan kuasa tersebut untuk
bertindak mewakili masing-masing pihak dalam berperkara di tingkat
banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis. Hakim Tingkat Banding
memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini,
dimana pihak Pembanding maupun Terbanding, baik pada Tingkat
Pertama maupun Tingkat  Banding telah. memberikan kuasa kepada
Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah
diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal
4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembading dan Terbanding
dinyatakan mempunyai  legal standing untuk mewakili kliennya dalam
perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex
factie berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,
dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama. Soreang untuk
kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi
Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung
yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan
mengadili perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Soreang telah berusaha
mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula
melaksanakan proses mediasi, dengan mediator Drs. H.A Halim Husen,
S.H.,M.H. mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Soreang
yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan
Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga

perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah
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memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara a quo secara litigatif
dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah
mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan
Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal
17 Oktober 2022 -Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1444
Hijriyah dan berkas perkara yang berkaitan-dengan perkara ini, utamanya
setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama,
maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah
dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat
Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan
ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas
fakta kejadian dan  fakta hukum dalam perkara a quo dengan
mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan
yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih
menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun
dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi
pemikiran (ratio decidendi) sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Soreang
Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor tersebut, Pembanding mengajukan
keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori’ bandingnya
tanggal 12 November 2022 yang pada pokoknya keberatan dengan putusan
Pengadilan Agama Soreang sebagaimana diuraikan dalam memori banding
Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut,
Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 17 November
2022 yang pada pokoknya mohon tetap mempertahankan Putusan
Pengadilan Agama Soreang sebagaimana diuraikan dalam memori banding

Terbanding;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku judex facti
akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan
meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang
ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor
492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 juncto Putusan Mahkamah
Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan

mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam-Putusan ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya
mengajukan - eksepsi kompetensi relatif, yaitu < gugatan = Penggugat
seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Bandung, bukan ke Pengadilan
Agama Soreang karena berdasarkan Kartu Keluarga (bukti T.1) , KTP (bukti
T.2) dan bukti T.3, Penggugat adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan
Agama Bandung, sehingga gugatan semestinya dinyatakan tidak dapat
diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa ternyata eksepsi a quo merupakan pengulangan
eksepsi ketika pemeriksaan pada tingkat pertama dan atas eksepsi a quo
Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan dalam Putusan Sela
dengan menolak eksepsi a quo, atas Putusan Sela a quo Majelis Hakim
Tingkat Banding sependapat karena pertimbangannya sudah tepat dan
benar sehingga diambil alih. menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu
perlu untuk dikuatkan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu
menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan telah diputusnya eksepsi relatif dalam
Putusan Sela, maka tidak relevan lagi untuk diajukanlagi dalam tingkat

banding, oleh karena itu eksepsi a quo patut untuk dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini
adalah Terbanding mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Pembanding
sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya dengan alasan bahwa sejak
tahun 2009 antara Terbanding dengan Pembanding dan puncaknya terjadi

pada bulan April 2018, sehingga sekitar bulan Oktober 2018 Terbanding
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mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung, namun karena
ada keinginan dari Pembanding akan merubah perilakunya sehingga
Terbanding mencabut gugat cerai tersebut. Namun janji Pembanding tinggal
janji, perubahan perilaku tidak kunjung terwujud, maka konsekwensinya
kondisi rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding bukannya
membaik namun yang terjadi sebaliknya disebabkan WIL dari Pembanding
masih tetap berlangsung bahkan diduga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
Kondisi ini mengakibatkan Terbanding dengan Pembanding berpisah rumah
telah 1,5 bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut Pembanding
hanya mengajukan bantahan/eksepsi seputar kewenangan mengadili dari
Pengadilan Agama Soreang atas perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas langkah hukum dari Pembanding yang hanya
mengajukan eksepsi an sich tanpa disertai jawaban dengan pokok perkara
secara bersama-sama mengandung konsekwensi hukum yang merugikan
dirinya sendiri, karena dengan langkah hukum seperti itu menggugurkan hak
jawab Terbanding atas pokok perkara (vide Pasal 114 Rv);

Menimbang, bahwa dengan hanya mengajukan eksepsi an sich tidak
disertai dengan jawaban pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat Terbanding secara diam-diam mengakui kebenaran
dalil-dalil posita gugatan Terbanding yang berkaitan dengan pokok perkara
dan dengan demikian Terbanding telah dapat membuktikan kebenaran dalil-
dalil gugatannya. Oleh karenanya pula sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun
2022 Tanggal 15 Desember 2022 huruf C angka 1.b.2 menyatakan bahwa
“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisin dan bertengkar
terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam)

bulan”;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding
sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat
Banding berperdapat keberatan-keberatan tersebut pada dasarnya hanya

pengulangan dari jawaban, duplik dan kesimpulan yang telah diajukan pada
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Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh
Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya perlu untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan di atas, Majelis Hakim
Tingkat Banding, berpendapat putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 17 Oktober 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1444 Hijriah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugat cerai diantara
orang yang beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 89 ayat 1
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya
perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat peraturan - perundang-undangan yang - berlaku dan
berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. = Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II.  Menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang  Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 17 Oktober 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1444 Hijriyah;

lll.  Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 28 Desember
2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah,
oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Jeje
Jaenudin, M.S.I. dan Drs. H. Ali Imron, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung
berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

tanggal 15 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
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dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi
Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Rohili, S.H., M.H., sebagai Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota | Hakim Ketua
ttd ttd
Drs. H. Jeje Jaenudin, M.Si. Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota Il

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.
Panitera Pengganti
ttd

Rohili, S.H., M.H.
Perincian Biaya:
1. Biaya Proses ‘Rp130.000,00

2. Redaksi :Rp 10.000,00
3. Meterai ‘Rp 10.000,00 +
Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera Muda Banding

Drs. Sidik Widyaksa
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